BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai amanat UUD 1945, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan pengertian otonomi daerah dan daerah otonom. Daerah otonom atau disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu dibutuhkan kebijakan ekonomi daerah untuk mengimplementasikannya.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karanganyar disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi dan Nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah, kebijakan umum, serta agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kabupaten Karanganyar. RPJMN tahun 2020-2024 memiliki visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan melalui 9 (sembilan) Misi sebagai berikut: 

a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia 

b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing

c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 

d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan 

e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa 

f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 

g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 

h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya 

i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Mempertimbangkan berbagai tantangan, baik yang berasal dari eksternal maupun internal, serta arah perubahan baru yang tengah terjadi. Upaya mewujudkan cita-cita besar, mengantarkan Indonesia masuk menjadi negara maju pada tahun 2045, mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diatas 6,0 persen per tahun. Percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural untuk menghilangkan berbagai hambatan pembangunan ekonomi  mutlak harus dilakukan. Transformasi ekonomi harus menciptakan struktur ekonomi yang lebih produktif, bernilai tambah tinggi, tidak bergantung pada satu sektor tertentu, lebih inklusif, dan berkelanjutan. Faktor demografi masih akan menjadi modal penting untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan. Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan maka tema RKP pada 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”
Sasaran dan indikator pembangunan pada 2024 difokuskan pada pemulihan serta akselerasi pembangunan. Kemiskinan ditargetkan menurun di rentang 6,5-7,5%, rasio gini turun di rentang 0,374-0,377, tingkat pengangguran terbuka menurun di rentang 5-5,7%, Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan berkisar antara 73,99-74,02%, nilai tukar petani meningkat di rentang 105-108, serta nilai tukar nelayan meningkat di rentang 107-110.

RKP Tahun 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu: 

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 

3. Penguatan Daya Saing Usaha; 

4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 

5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 

6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 

7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 

8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Kondisi perkonomian Nasional yang menunjukan tren membaik tersebut mempengaruhi perkembangan perekonomian di daerah termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2021 mampu menjaga pertumbuhan yang positif sebesar 3,32 persen (c-to-c). Meski dihantam gelombang Covid-19 varian Delta, pemulihan ekonomi berlanjut di triwulan I-2022 dengan pertumbuhan mencapai 5,12 persen (y-o-y) yang lebih besar dari capaian angka nasional sebesar 5,01 persen (y-o-y). Pada triwulan II-2022 ekonomi Jawa Tengah terus tumbuh dan mencapai pertumbuhan sebesar 5,66 persen (y-o-y), akan tetapi pada triwulan III-2022 sedikit turun menjadi sebesar 5,28 persen (y-o-y) akibat pengaruh cuaca ekstrim yang menurunkan produksi pertanian dan sektor pertambangan serta mulai melambatnya ekspor dan investasi. Pasar domestik dan internasional masih tumbuh meskipun tidak sepesat triwulan sebelumnya. Perekonomian di Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, pertanian dalam arti luas, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan pariwisata. Dilihat dari lapangan usaha penyumbang terbesar PDRB secara berurutan pada triwulan III tahun 2022 adalah Industri Pengolahan sebesar 33,94 persen, diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,97 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,54 persen. Selain didukung sektor unggulan, perekonomian Jawa Tengah juga didukung dengan investasi, konsumsi masyarakat, ekspor dan pengelolaan keuangan daerah. 

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan serta tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun mendekati level pra-pandemi, menjadi 5,57 persen pada Agustus 2022 dari 5,95 persen pada Agustus 2021. Sementara, Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 11,25 persen di September 2021, turun menjadi 10,98 persen di September 2022. Sedangkan Inflasi di Jawa Tengah pada bulan Desember 2022 sebesar 5,63 persen (y-o-y), naik dibandingkan pada bulan November 2022 sebesar 5,16 persen (y-oy).

 Tahun 2024 menjadi tahun awal masa transisi perencanaan pembangunan daerah paska berakhirnya RPJMD Tahun 2018-2023. Untuk mengarahkan pembangunan daerah Jawa Tengah di tahun 2024, maka kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”. Prioritas pembangunan di tahun 2024 ditujukan untuk: 

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas; 
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata; 
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung; 
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.
Sejalan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 diarahkan
pada “Peningkatan demokrasi dan kesejahteraan didukung pelaksanaan
reformasi birokrasi (satu pintu, e goverment) serta penguatan SDM dan daya
saing daerah”. Prioritas pada tahun 2024 adalah : 

1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif
serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi
informasi;
2. Pemantapan kondusivitas wilayah dan penguatan ketahanan bencana;
3. Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing;
4. Percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan,
termasuk kemiskinan ekstrem;
5. Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi;
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah agar mampu mendanai program prioritas pembangunan. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal keuangan daerah telah mampu mempengaruhi pengelolaan aset daerah yang optimal pada posisi yang berpotensi untuk menunjang penerimaan keuangan daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang  Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain  pendanaan  melalui  APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta konstribusi pelaku usaha melalui Coorporate Social Responsibility (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan desa yang bersumber dari APBDes. Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2024 dirumuskan melalui penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan serta mempertimbangkan asumsi kondisi ekonomi yang berdampak pada penerimaan pendapatan pada tahun 2024 yang kemudian diarahkan pendanaan program pembangunan daerah prioritas dengan alokasi pada:

1. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
2. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah;
3. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya.

Kebijakan keuangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024–2026, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Tahun 2024 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD Tahun 2024 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran  Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024
	Tahun
	Pendapatan APBD
	Kenaikan/ Penurunan dari Tahun Sebelumnya

(%)

	2020
	2.225.308.095.000,00
	-

	2021
	2.106.391.299.000,00
	(5,34)

	2022
	2.109.035.040.500,00
	0,1

	2023
	2.152.452.639.000,00
	0,72

	2024
	2.165.689.813.660,00
	0,61


Target Pendapatan Daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar        Rp. 2.165.689.813.660,00 dimana pada tahun sebelumnya ditargetkan sebesar Rp. 2.152.452.639.000,00 sehingga mengalami kenaikan                  Rp. 13.237.174.070,00 atau sebesar 0,61%. 
Belanja Daerah dalam 5 tahun terakhir mengalami perubahan  alokasi, terutama belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah. Adapun alokasi belanja sebagaimana Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2   Perkembangan Alokasi Belanja terhadap Belanja Penetapan Tahun 2020-2024
	Tahun
	Belanja Daerah APBD
	Kenaikan/ Penurunan dari Tahun Sebelumnya

(%)

	2020
	2.287.236.745.000,00
	-

	2021
	2.135.811.987.000,00
	(6,62)

	2022
	2.126.535.040.500,00
	(0,43)

	2023
	2.243.052.409.000,00
	4,48

	2024
	2.212.689.813.660,00
	(1,35)


Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut.

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2024;
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah; dan

4. Belanja daerah pada semua bidang dan upaya meningkatkan perekonomian daerah pada masa endemi Covid-19 yang lebih baik, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas maupun non prioritas  direncanakan untuk mendorong sektor-sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah yang mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Kebijakan Umum APBD Tahun 2024
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